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BAB V  

PENUTUP 

  

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang efektivitas 

pelaksanaan e-litigasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan 

Agama Tanjung Pati, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Proses e-litigasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan 

Agama Tanjung Pati sudah berjalan sesuai tujuan dibentuknya yaitu 

tercapainya asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Pedoman dalam 

pelaksanaan e-litigasi di Pengadailan Agama Tanjung Pati sesuai dengan 

aturan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan secara elektronik serta didukung oleh SK KMA 

363/SK/KMA/XII/2022 dan Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1465 Tahun 

2023. Proses e-litigasi ini lebih unggul dibandingkan persidangan secara 

manual di pengadilan.  

2. Upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Tanjung Pati diantaranya 

Pertama, Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati mengeluarkan SK petugas 

layanan PTSP. Kedua, disediakannya layanan dan fasilitas di Pengadilan 

Agama Tanjung Pati guna mempermudah para pihak untuk dapat 

mengakses akunnya di e-court. Adapun produk inovasinya sebagai berikut: 

Kofi Harau, Adiak, SI SULE PK, E-PATI, Ketiga, Pengadilan Agama Tanjung 

Pati mengadakan sidang keliling yang dilaksanakan ditengah masyarakat 

sesuai dengan anggaran pusat. 

3. Efektivitas e-litigasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di 

Pengadilan Agama Tanjung Pati sudah berjalan efektif. Hal ini bisa dilihat 

dari indikator, faktor, ukuran dan efektivitas hukum yang dijelaskan di atas. 

Walaupun memiliki hambatan tapi pihak pengadilan mampu mengatasi 
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kendala yang ada dengan adanya layanan petugas PTSP, sidang keliling 

serta penerapan produk inovasi. Dengan terpenuhinya syarat efektivitas 

hukum tersebut dapat dikatakan penerapan e-litigasi di Pengadilan Agama 

Tanjung Pati sudah efektif. Disamping itu didukung dengan tujuan 

dibentuknya serta perealisasian e-litigasi di pengadilan agama yaitu asas 

cepat, sederhana dan biaya ringan. 

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang efektivitas 

pelaksanaan e-litigasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan 

Agama Tanjung Pati, maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak 

sebagai berikut:  

1. Penulis menyarankan kepada Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk dapat 

memberikan inovasi baru sebagai bentuk terobosan dami terwujudnya 

pengadilan di era modern serta dapat memberikan inspirasi kepada 

pengadilan lainnya.  

2. Penulis menyarankan kepada masyarakat untuk dapat secara aktif 

memanfaatkan layanan yang sudah disiapkan oleh Pengadilan Agama 

terutama yang termasuk wilayah yuridiksi Tanjung Pati.  

3. Penulis menyarankan kepada Mahkamah Agung untuk dapat meningkatkan 

inovasi maupun produk untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi 

setiap peradilan terutama dalam sistem pusat, sehingga dapat 

meminimalisirnya. Seperti yang dialami Pengadilan Agama Tanjung Pati 

yang terkendala dengan sistem pusat dalam mengirim laporan yang kadang 

sering eror sehingga adanya keterlambatan dalam penguploadtan berkas.  
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